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					ABSTRACT 
This researched by Nurhaida Selian with title Sistem Manajemen Pengelolaan PAUD di Kecamatan Bengkalis. Many PAUD establised was  ucaccordance of quality and procedure based on standard national. So it is not fulfill the main of govermant objective. Desire ability of PAUD at Bengkalis district is the most important fo standard and quality at manajemen PAUD. Because of the most problem in this research are how the sistem manajemen PAUD in bengkalis district and what are factors inhibit to manaje of PAUD tobe  National Standard forward rehabilitated at Bengkalis district. The Observation and Documentation be instrumet to get the data in this research the have 22 major instrument that based on the item national asessment PAUD. The sample of population in this research are 15 PAUD. The sourch of data from Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan AUD dan PNF Kabupaten Bengkalis. From the data calculation  the conclution of research are  the result 80% that PAUD at Bengkalis district sistem manajemen based of  Standard nasional procedure and quality and 20 % un standardized.The dominant factors  PAUD  undesire ability of mananjemen .They are 1. PAUD havent’t prosedure and job description sistem. 2.PAUD have’t the master of  job planning program. 3.Teacher didn’t have duty to fulfill the Lesson plan before teaching in learning proses. 5. PAUD haven’t Holistic and Integrative Program ( Nutrition, savety,Gif, stimulity,children rights). The Suggestion this research is PAUD must make procedure sistem manajemen and the principle must mastery in manajemen before establise of PAUD. 

Keywords: System, Management, Accreditation, PAUD

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan oleh Nurhaida Selian dengan judul Sistem Pengelolaan PAUD menuju akreditasi di kecamatan Bengkalis. Banyak ditemukan pendirian PAUD yang tidak sesuai dengan prosedur dan standar mutu yang ditetapkan dalam standar nasional sehingga dalam pelaksanaan programnya tidak dapat memenuhi tujuan utama dari pendirian PAUD. Pendirian PAUD yang tidak sesuai standar nasional ini disebut tidak layak untuk melaksanakan program pendidikan.Dengan demikian kehadiran lembaga PAUD yang bermutu merupakan hal penting dan tidak dapat diremehkan. Pembentukan karakter anak yang siap dalam menghadapai tantangan yang berikutnya harus dibangun semasa anak masih di  program pendidikan di lembaga PAUD. Kelayakan program pendidikan menjadi hal penting agar tidak keluar dari tujuan utama pendirian program atau satuan pendidikan.Sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini bagaimanakah sistem pengelolaan PAUD dalam standar nasional di Kecamatan Bengkalis dan apa yang menjadi faktor dominan  yang menghambat sistem pengelolaan PAUD dalam standard nasional menuju akreditasi di Kecamatan Bengkalis, kemudian yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan PAUD dalam standar nasional di Kecamatan Bengkalis dan untuk mengetahui faktor yang dominan yang tidak memenuhi standar nasional dalam sistem pengelolaan PAUD menuju akreditasi di Kecamatan Bengkalis. Dokumentasi dan observasi digunakan untuk mengukur sistem pengelolaan PAUD yakni dengan menceklis dokumen yang dimiliki sesuai dengan 22 status butir major dalam rubrik penilaian akreditasi PAUD. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer adalah pengambilan sample dokumen 15 PAUD secara langsung. Dan kuesioner yang diberikan kepada 15 lembaga dan data sekunder seperti keadaan geografi 15 lembaga, kondisi adminstrsi lembaga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Sistem pengelolaan PAUD di Kecamatan Bengkalis yang memenuhi kriteria lulus standar nasional akreditasi adalah sebesar 80%. Sistem pengelolaan PAUD di Kecamatan Bengkalis yang belum memenuhi kriteria lulus standar nasional akreditasi adalah 20%.Faktor dominan yang menghambat  yang belum terpenuhi dalam sistem pengelolaan PAUD terpadu menuju akreditasi di Kecamatan Bengkalis adalah: (1) satuan PAUD belum memiliki deskripsi tugas personalia sesuai bagan struktur organisasi; (2) satuan PAUD belum memiliki rencana kerja tahunan yang mengandung unsur tujuan, target, sasaran, kebijakan, program kegiatan, dan pembiayaan; (3) Belum cukup aspek-aspek pengembangan pada pelaksanaan pembelajaran harian secara terpisah dalam program PAUD; (4) Tidak memiliki rencana kegiatan mingguan (RKM); (5) program PAUD belum memiliki program holistic integrative yang mencakup kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.
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[bookmark: _GoBack]1.1. Latar Belakang
Maraknya pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah-daerah sampai ke desa-desa belakangan ini disebabkan karena peluang ekonomi yang terbentuk dari kebutuhan para orang tua untuk menitipkan anaknya di lembaga yang aman, nyaman, sehat dan dapat membentuk karakter anak. Kebutuhan ini semakin meningkat karena trend masa kini dimana kedua orang tua (ayah dan ibu) pada umumnya memiliki karir. Sehingga mereka merasa nyaman bila menitipkan anaknya yang masih balita di lembaga-lembaga PAUD. Didorong dengan program pemerintah yang mengucurkan anggaran untuk membantu pendirian PAUD maka banyak PAUD pemula yang berdiri dengan cepat.
Indikasi dari keseriusan dan keterlibatan orang tua dalam mengembangkan kelembagaan PAUD, di mana orang tua murid biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional PAUD. Kebanyakan lembaga PAUD di Kota Administrasi Jakarta Utara adalah PAUD yang terintegrasi dengan Play Group, PAUD, Kelompok Bermain dan Taman TanakTanak (TK) yang penginisiatifnya berasal dari pribadi-pribadi kader PKK, pengurus Posyandu dan Pengurus Rukun Warga (RW) atau yayasan tertentu [footnoteRef:1].   [1:  Sumaryanto P., 2014. Implementasi Kebijakan Kelembagaan Paud (Studi Kualitatif Deskriptif pada PAUD di Jakarta Utara).  Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 3, No 5. h. 534.] 

Banyak ditemukan pendirian PAUD yang tidak sesuai dengan prosedur dan standar mutu yang ditetapkan dalam standar nasional. sehingga dalam pelaksanaan programnya tidak dapat memenuhi tujuan utama dari pendirian PAUD. Pendirian PAUD yang tidak sesuai standar nasional ini disebut tidak layak untuk melaksanakan program pendidikan.
Pengelolaan yang belum optimal disebabkan karena pendirian PAUD yang tergesa-gesa pada pertengahan tahun 2014 karena adanya program dari pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu satu desa satu PAUD [footnoteRef:2]. [2:  Mukminin A, dan Cahyani M. D., 2017. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pemula di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Journal of  Nonformal Education, Vol 3, No 1. h. 48.] 

Dalam UU no 20 Tahun 2003[footnoteRef:3] tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 62 butir 1 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Dengan demikian pendirian lembaga PAUD walaupun didorong oleh pemerintah tetap harus memiliki izin. Dalam hal pemberian izin lembaga pendidikan tersebut harus sudah lolos uji terhadap kriteria-kriteria baku yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kriteria-kriteria tersebut merupakan penjamin mutu lembaga pendidikan.   [3:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.] 

Pendidikan anak usia dini sangatlah penting karena kapabilitas kecerdasan orang dewasa terjadi ketika anak berusia 4 tahun dan terjadi perkembangan yang sangat pesat tentang jaringan otak ketika anak berumur 8 tahun dan akan mencapai puncak kecerdasan pada anak berusia 18 tahun. Masa perkembangan kecerdasan anak tersebut sering disebut dengan masa emas dan masa tersebut hanya datang sekali, sehingga apabila terlewatkan berarti habislah peluangnya[footnoteRef:4]. [4:  Fatimah D. F., dan Rohmah N., 2016.  Pola Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD Ceria Gondangsari Jawa Tengah. Jurnal Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol 1, No 2. h. 249.] 

Dengan demikian kehadiran lembaga PAUD yang bermutu merupakan hal penting dan tidak dapat diremehkan. Pembentukan karakter anak yang siap dalam menghadapai tantangan yang berikutnya harus dibangun semasa anak masih di mengikuti program pendidikan di lembaga PAUD. Kelayakan program pendidikan menjadi hal penting agar tidak keluar dari tujuan utama pendirian program atau satuan pendidikan.
Menurut UU No 20 Tahun 2003[footnoteRef:5] tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. [5:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta] 

Selanjutnya hal yang perlu dalam pengelolaan PAUD adalah adanya standar PAUD. Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;  mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak [footnoteRef:6]. [6:  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  137  Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta] 

Sebuah lembaga PAUD yang bermutu dinyatakan dengan nilai akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan termasuk pada satuan PAUD. Dalam mempersiapkan sebuah lembaga yang terakreditasi banyak persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi. Semua persyaratan dan kriteria ini tergabung dalam sebuah konsep sistem pengelolaan PAUD yang terpadu. 
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau melalui program Bunda PAUD mencanangkan Program 1 desa 1 PAUD melalui anggaran dari APBD untuk mendorong terbentuknya lembaga PAUD di setiap desa. Pelaksanaan program ini dengan menunjuk istri kepala desa sebagai bunda PAUD di desanya. Kecamatan Bengkalis adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis merupakan suatu daerah berkembang yang sedang getol untuk mendirikan PAUD pada setiap desa. Namun karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat terutama pihak lembaga pengelola PAUD tentang kriteria dan persyaratan akreditasi maka pendirian lembaga PAUD masih banyak yang belum sesuai dengan standar kelayakan program pendidikannya. Kesiapan desa-desa dalam memenuhi standar yang ditetapkan peraturan pemerintah masih belum memadai.
Penelitian ini akan memaparkan kondisi kesiapan lembaga-lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis dalam memenuhi kriteria akreditasi. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan Kecamatan Bengkalis memiliki lembaga-lembaga PAUD yang terakreditasi sesuai dengan standar mutu nasional.


1.2.  Kerangka Pemikiran Penelitian 
Partisipasi lembaga PAUD yang ada di sekitar Kecamatan Bengkalis cukup baik namun dalam menyiapkan seluruh adminstrasi akreditasi baik yang disiapkan oleh pengelola maupun guru masih sangat minim. Oleh karena itu dari observasi awal peneliti banyak faktor yang menjadi kendala lembaga dalam mengikuti akreditasi. Yakni rendahnya sistem manajerial lembaga PAUD dan sistem adminstrasi yang tidak terdokumentasikan dengan baik.
	Dalam penilaian akreditasi lembaga PAUD terdapat 22 status butir major dalam rubrik penilaian akreditasi PAUD. Butir-butir ini merupakan jabaran dari 8 standar akreditasi PAUD sesuai dengan Permendikbud no 137 Tahun 2014[footnoteRef:7]. Butir-butir ini merupakan dasar-dasar penilaian dalam menentukan sebuah lembaga PAUD dapat memenuhi akreditasi atau tidak. Sebuah lembaga PAUD dinyatakan lulus bila minimal 17 buah dari 22 buah butir tersebut terpenuhi. Bila kurang dari 17 maka lembaga tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar akreditasi (tidak lulus).  [7:  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  137  Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta] 

Lembaga-lembaga PAUD yang dijadikan sampel akan dinilai berdasarkan butir-butir major tersebut sehingga dapat diketahui persentase pengelolaan PAUD yang memenuhi syarat akreditasi. Kemudian dari hasil penghitungan tersebut juga dapat dilihat faktor-faktor dominan yang menjadi kelemahan umum yang terjadi pada lembaga-lembaga PAUD sehingga dengan demikian dapat dilakukan langkah perbaikan untuk masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian





1.3.  Mutu Pendidikan PAUD
Pada dekade ini terdapat tiga konsepsi mutu yang paling populer yang telah dikembangkan oleh tiga pakar mutu tingkat internasional Edwards Deming mendefinisikan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Philip B. Crosby mendefinisikan mutu adalah sebagai kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan Joseph M. Juran mendefinisikan mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Meskipun ketiga pakar tersebut berbeda dalam mempersepsikan mutu, tetapi ketiga persepsi mutu ini kemudian menjadi dasar pemikiran dalam sistem manajemen mutu yang merupakan isu sentral dalam aktivitas bisnis saat ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan secara progresif mencari sistem manajemen–tidak terkecuali manajemen pendidikan yang dianggap paling efektif untuk menyiasati mutu dalam era globalisasi [footnoteRef:8]. [8:  Zulkifli.M., 2015. Kinerja Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) dalam Meningkatkan  Mutu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 8 No. 2. h. 177.] 

Lembaga PAUD sebagai sebuah penyelenggara pendidikan menghasilkan produk berupa anak didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karenanya lembaga PAUD dalam mengembangkan mutu maka harus mampu menjawab kebutuhan dan keinginan pelanggan tetapi di lain pihak lembaga PAUD harus mampu memenuhi persyaratan dan sesuai dengan spesifikasi. Bila mutu hanya distandarkan pada pendapat Deming bahwa mutu adalah apapun yang diinginkan pelanggan maka kesetimbangan laju kebutuhan dan laju penyedia jasa menjadi penting. Dengan meningkatnya jumlah kebutuhan tanpa dibarengi jumlah penyedia jasa yang cukup mengakibatkan para penyedia jasa kurang menyadari arti pentingnya meningkatkan mutu sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi.
UU No 20 Tahun 2003[footnoteRef:9], Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. [9:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta] 

Dari pasal-pasal yang termaktub dalam UU no 20 tahun 2003 ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah bukan saja wajib mendorong pertumbuhan pendirian lembaga pendidikan tapi juga wajib untuk mendorong mutu dari lembaga pendidikan tersebut.
Setiap sekolah atau lembaga memiliki manajemen yang berbeda-beda pada pengelolaannya bergantung pada sumber daya manusia yang ada. Pada lembaga yang baru berdiri atau disebut PAUD pemula manajemen sekolah yang dimiliki masih belum berjalan dengan optimal karena berbagai faktor [footnoteRef:10].  [10:  Mukminin A, dan Cahyani M. D., 2017. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pemula di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Journal of Nonformal Education, Vol 3 No 1. h. 48.] 

Dalam pengelolaan PAUD tidak bisa terpisahkan bahwa keseluruhan pengelolaan  terintegrasi menjadi satu baik dari interaksi pendidik, tenaga kependidikan juga anak didik juga faktor pendukung lainnya. Faktor yang utama adalah pendidik yang terampil dan memahami perkembangan anak. 
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015[footnoteRef:11] tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pendidik PAUD  harus  memenuhi 4 (empat) kompetensi yaitu: [11:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta] 

1. Kompetensi pedagogik yakni memiliki wawasan tentang perkembangan anak, konsep dasar PAUD, konsep bermain, evaluasi perkembangan anak, konsep dasar PAUD, konsep bermain, evaluasi perkembangan anak dan sumber belajar.
2. Kompetensi kepribadian yakni memiliki kemampuan menerapkan etika sebagai pendidik anak usia dini
3. Kompetensi sosial yakni memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial
4. Kompetensi professional yakni memiliki kemampuan menerapkan berbagai ketrampilan mendidik anak usia dini

1.4.  Pengelolaan PAUD Berstandar Nasional
Pelaksana akreditasi PAUD oleh pemerintah adalah BAN PAUD dan PNF dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh gubernur (PP No 13 Tahun 2015)[footnoteRef:12]. Dalam melaksanakan tugasnya BAN PAUD dan PNF mengikuti kriteria yang termaktub dalam standar pendidikan nasional.  [12:  ibid] 

Dalam Permendikbud no 137 Tahun 2014[footnoteRef:13] tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pasal 2 butir 1 ada 8 poin standar yang sudah ditetapkan sebagai acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD yaitu: [13:  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  137  Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta] 

a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
b. Standar Isi;
c. Standar Proses;
d. Standar Penilaian;
e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
f. Standar Sarana dan Prasarana;
g. Standar Pengelolaan; dan
h. Standar Pembiayaan.
Selanjutnya Pasal 2 butir 2 Permendikbud no 137 Tahun 2014[footnoteRef:14] menyatakan bahwa Standar PAUD sebagaimana dimaksud tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dengan demikian sistem pengelolaan PAUD yang bermutu haruslah memenuhi kriteria tersebut secara terpadu. [14:  ibid] 

BAN PAUD dan PNF melakukan serangkaian penilaian dengan menyiapkan perangkat instrumen akreditasi yaitu:
1. Kisi-kisi instrumen akreditasi
2. Instrumen akreditasi
3. Rubrik penilaian akreditasi
4. Form penilaian akreditasi
Seluruh instrumen yang disiapkan mengacu pada standar PAUD yang diurai kepada butir-butir instrumen yang berstatus major, minor dan observed. Butir major adalah kriteria yang harus dipenuhi karena sangat signifikan mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Butir minor adalah kriteria yang seharusnya dipenuhi karena cukup signifikan mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Butir observed adalah kriteria yang sebaiknya dipenuhi karena kurang mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini[footnoteRef:15]. [15:  ibid] 

Beberapa istilah penting terkait PAUD berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014[footnoteRef:16] tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SN PAUD) di antaranya adalah : Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni diantaranya:  [16:  ibid] 

1. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
2. Standar isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
3. Standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
4. Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.
5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
6. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.
7. Standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.
8. Standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.
Berkenaan dengan komponen standar pengelolaan, PAUD harus melakukan prinsip pengelolaan secara partisipatoris dan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan serta akuntabilitas[footnoteRef:17]. [17:  Andarwati M., dan Dwipasari L., 2014. Desain Sistem Informasi Administrasi dan Keuangan Paud Untuk Mencapai Akreditasi Studi Kasus Paud Hudan Cendikia dan Paud Bina Mandiri. Malang Jurnal Matics Vol 6 No 2. h.65.] 

Sebuah PAUD pemula walaupun memiliki otonomi (sesuai dengan prinsip MBS) yang tinggi dalam mengelola lembaganya, namun pengelolaan lembaga tersebut harus mengikuti kriteria yang termaktub dalam butir-butir standar nasional pendidikan sehingga proses akreditasi bisa dipenuhi. Selain prinsip pengelolaan juga harus bersifat holistic dan integrative yakni menggabungkan antara pemenuhan kebutuhan perkembangan dan kebutuhan pertumbuhan. Dengan kata lain, Lembaga PAUD memberikan asupan gizi dan layanan kesehatan rangsangan psikososial yang sesuai tahap perkembangan anak. Selain itu Keamanan dan kesehatan yakni Lembaga PAUD harus menghindari segala bentuk gangguan fisik dalam bentuk penyakit maupun kecelakaan dari lingkungan.

1.5. Tujuan Akreditasi
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002[footnoteRef:18], akreditasi sekolah mempunyai tujuan, yaitu: (1) memperolah gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu; (2) menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.  [18:  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002] 

Tujuan akreditasi tersebut berarti bahwa hasil akreditasi itu: (1) memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya; (2) memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional; (3) memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional.
 
1.6. Manfaat Akreditasi
Hasil akreditasi suatu lembaga pendidikan mempunyai beberapa manfaat bagi beberapa kelompok kepentingan, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Menjadi sekolah acuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan sekolah. 
2. Bahan masukan untuk pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah.
3. Pendorong motivasi peningkatan kualitas sekolah secara gradual. 
4. Selain sebagai sekolah yang berkualitas, sekolah yang terakreditasi ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal moral, dana, tenaga dan profesionalisme.
5. Bahan informasi untuk pemetaan indikator keberhasilan kinerja warga sekolah termasuk kinerja kepala sekolah selama 1 periode (4 tahun). 
6. Bahan masukan untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
7. Bagi guru menjadi dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dari bekerja keras untuk memberi layanan yang terbaik bagi siswanya.
8. Buat masyarakat (wali murid) agar informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah. 
9. Bukti bahwa mereka menerima pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga siswa mempunyai kepercayaan terhadap dirinya bahwa ia mampu masuk dan bersekolah di lembaga pendidikan yang terakreditasi nasional.
10. Bagi dinas pendidikan menjadi cuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan/peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. 
11. Bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum, dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan rencana biaya operasional Badan Akreditasi Sekolah di tingkat Dinas.
12. Buat pemerintah sebagai bahan masukan untuk pengembangan sistem akreditasi sekolah di masa mendatang dan alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang bersifat nasional serta sebagai sumber informasi tentang tingkat kualitas layanan pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja pendidikan secara makro serta bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum di tingkat nasional, dan khususnya program dan penganggaran pendidikan yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan nasional.  


METODE PENELITIAN 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan penelitian adalah pada bulan September – November 2018. Lokasi penelitian adalah di lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Pendekatan Penelitian adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan analisis statistik deskriptif. Sumber Data Penelitian, Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dilapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari data yang sudah tersedia. 
a. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pengambilan sample dokumen 15 PAUD secara langsung. Dan kuesioner yang diberikan kepada 15 lembaga. 
b. Data sekunder seperti  keadaan  geografi 15 lembaga, kondisi  adminstrsi lembaga dari Dinas Pendidikan Kabupaten  Bengkalis. 

Populasi dan Sampel, Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Bengkalis. Menurut data yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jumlah lembaga PAUD yang terdaftar di Kecamatan Bengkalis adalah 67 lembaga. Sampel yang diambil adalah sebesar 20% dari populasi yaitu 15 lembaga. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan Simple Random Technique. Teknik Pengumpulan Data, dokumentasi dan observasi digunakan untuk mengukur sistem pengelolaan PAUD yakni dengan menceklis dokumen yang dimiliki sesuai dengan 22 status butir major dalam rubrik penilaian akreditasi PAUD. 

Tabel Konsep Operasional
	No
	Variabel
	Konsep
	Indikator
	Skala

	1. 
	Standar tingkat pencapaian perkembangan

	1. Dokumen pencapaian perkembangan anak berdasarkan atas 6 (enam) aspek lingkup perkembangan
2. 	Dokumen pencapaian perkembangan anak sesuai kelompok usia

	Permendikbud No: 137 Tahun 2014
	Interval

	2. 
	Standar isi
	3. Struktur kurikulum dan penetapannya
4. Kesesuaian program PAUD memberikan layanan menurut kelompok usia
5. Aspek-aspek pengembangan pada pelaksanaan pembelajaran harian secara terpisah dalam program PAUD


	Permendikbud No: 137 Tahun 2014
	Interval

	3. 
	Standar proses
	6. Rencana Kegiatan Mingguan (RKM)
7. Program PAUD yang memiliki program holistic integrative yang mencakup kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

	Permendikbud No: 137 Tahun 2014
	Interval

	4. 
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	8. Program PAUD memiliki pendidik yang mempunyai sertifikat kompetensi
9. Program PAUD memiliki kompetensi tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi

	Permendikbud No: 137 Tahun 2014
	Interval

	5. 
	Sarana dan Prasarana
	10. Sarana pendidikan yang dimiliki oleh program PAUD.
11. Sarana pembelajaran yang dimiliki oleh program PAUD.
12. Satuan PAUD yang memiliki gedung dan peruntukan pada pembelajaran PAUD
13. Satuan PAUD memiliki berbagai prasarana instalasi 

	Permendikbud No: 137 Tahun 2014
	Interval

	6. 
	Standar Pengelolaan
	14. Satuan PAUD memiliki visi yang singkat, padat, realistik, visioner, dan antisipatif.
15. Satuan PAUD memiliki rumusan misi yang relevan, realistik, konsisten dan terukur.

16. Satuan PAUD memiliki rumusan tujuan yang konsisten dengan visi misi dan realitik juga terukur
17. Satuan PAUD memiliki rencana kerja tahunan yang mengandung unsur tujuan, target, sasaran, kebijakan, program kegiatan, dan pembiayaan.
18. Satuan PAUD memiliki struktur organisasi yang mengandung unsur personalia, jabatan, alur dan tanggung jawab, serta identitas personalia.
19. Satuan PAUD memiliki deskripsi tugas personalia sesuai bagan struktur organisasi.
	Permendikbud No: 137 Tahun 2014
	Interval

	7. 
	Standar Pembaiayaan
	20. Satuan PAUD memiliki pembukuan berbagai buku terkait pembiayaan.

	Permendikbud No: 137 Tahun 2014
	Interval

	8. 
	Standar Penilaian
	21. Program PAUD melaksanakan penilaian dengan berbagai bentuk dan teknik penilaian seperti observasi, catatan anekdot, portofolio, percakapan, dan laporan orang tua.
22. Program PAUD menyampaikan laporan kepada orang tua secara teratur.
	Permendikbud No: 137 Tahun 2014
	Interval



Analisis Data 
Data hasil observasi dan dokumentasi dihitung dengan memeriksa setiap item akan diberi nilai 0 dan 1. Bernilai 0 dikarenakan setiap butiran tidak memenuhi kesesuaian minimal dalam standar. Bernilai 1 dikarenakan setiap butiran menunjukkan kesesuaian minimal dalam standar. Bila sebuah lembaga memenuhi minimal 17 poin dari 22 poin tersebut maka lembaga PAUD tersebut dinyatakan memenuhi kriteria lulus akreditasi. Sedangkan bila kurang dari 17 poin maka lembaga PAUD tersebut dinyatakan tidak lulus kriteria akreditasi.
Faktor-faktor utama yang belum terpenuhi dari lembaga-lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat dari modus butir yang bernilai 0 (nol). Dari faktor-faktor dominan ini dapat ditarik kesimpulan untuk dilakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga PAUD sehingga kesempurnaan mutu dari lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis dapat ditingkatkan.

Hasil Dan Pembahasan
Pengamatan dilakukan langsung di lokasi sampel sebanyak 15 (lima belas) lembaga PAUD. Pengamatan dilakukan dengan melihat kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh lembaga PAUD. Penilaian dilakukan dengan menilai kesesuaian minimal dalam 22 butir status major dalam rubrik penilaian PAUD. Hasil pengamatan terhadap sampel dapat di lihat pada Lampiran 2.
Dari hasil penghitungan pada Lampiran 2 tersebut terdapat 12 (dua belas) lembaga PAUD yang memenuhi standar nasional kriteria lulus akreditasi dan 3 (tiga) lembaga yang masih belum lulus untuk memenuhi standar nasional kriteria kelulusan akreditasi. Sehingga dapat dihitung persentase kelulusan lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis adalah sebesar 80% dan persentase ketidaklulusan standar nasional akreditasi adalah 20%.
Dari tabel pada Lampiran 2 tersebut dapat dilihat bahwa modus butir yang bernilai 0 (nol) diurutkan dari terendah adalah pada butir nomor 19, 16, 5, 6, 7. Butir 19 berisikan satuan PAUD memiliki deskripsi tugas personalia sesuai bagan struktur organisasi. Butir 17 berisikan satuan PAUD memiliki rencana kerja tahunan yang mengandung unsur tujuan, target, sasaran, kebijakan, program kegiatan, dan pembiayaan. Butir 5 berisikan aspek-aspek pengembangan pada pelaksanaan pembelajaran harian secara terpisah dalam program PAUD. Butir 6 berisikan Rencana Kegiatan Mingguan (RKM). Butir 7 berisikan Program PAUD yang memiliki program holistic integrative yang mencakup kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

Pembahasan
Sistem Pengelolaan PAUD Dalam menyongsong era lembaga PAUD yang terakreditasi di Kecamatan Bengkalis masih harus banyak berbenah untuk dilakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga PAUD yang belum memenuhi kriteria kelulusan. Pembinaan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan PAUD sehingga keluaran dari lembaga tersebut diharapkan dapat memenuhi tujuan pendirian dari lembaga pendidikan yang bermutu.
Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak lembaga-lembaga PAUD yang tidak memenuhi standar mutu minimal yaitu sebesar 20%. Pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab dari terselenggaranya pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan sampai ke pelosok negeri sehingga terjamin mutu pendidikan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang.
Keikutsertaan pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan lembaga PAUD sangat dibutuhkan. Lembaga PAUD terutama lembaga pemula biasanya tidak mengerti tentang aspek-aspek penilaian, apalagi ketersediaan personel pengelola PAUD yang memiliki kompetensi yang cukup di tingkat desa sangat terbatas. 
Untuk itu, perlu dipersiapkan SDM berkualitas melalui pendidikan berkualitas sejak anak usia dini, serta membenahi dan meningkatkan manajemen PAUD. Pengelolaan merupakan pengaturan atau managemen, dan pengajaran adalah sebuah proses belajar-mengajar. Jadi, pengelolaan pengajaran dapat diartikan suatu usaha mengatur atau memanage proses belajar mengajar agar sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efesien.
Pada hakikatnya belajar harus berlangsung sepanjang hayat. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, masyarakat sangat mengharapkan adanya pendidikan yang memadai untuk putra-putrinya, terlebih pada saat mereka masih berada dalam tataran usia dini. PAUD akan menjadi cikal bakal pembentukan karakter bangsa (nation character building), sebagai titik awal dari pembentukan SDM berkualitas, yang memiliki wawasan, intelektual, kepribadian, tanggung jawab, inovatif, kreatif, proaktif, dan partisipatif serta semangat mandiri. Untuk mencapai SDM berkualitas, pendidikan dimulai dari PAUD. Oleh karena itu, manajemen PAUD diperlukan, terutama dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini sehingga bisa mengembangkan potensinya secara optimal.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003[footnoteRef:19] tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan dengan tegas perlunya penanganan pendidikan anak usia dini. Pada pasal 1 butir 14 dikatakan bahwa: “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enan tahun yang dilakukan melalui  pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Selanjutnya, pada pasal 28 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. PAUD pada jalur pendidikan nonformal dapat berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk satuan PAUD lain yang sederajat. [19:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.] 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan pembentukan prilaku/pembiasaan meliputi: (1) perkembangan nilai-nilai agama dan moral, (2) perkembangan sosial emosional dan kemandirian dan pengembangan kemampuan dasar. Perkembangan kedua meliputi: (a) perkembangan bahasa, (b) perkembangan kognitif, dan (c) perkembangan fisik motorik.

Faktor-Faktor Dominan yang Belum Memenuhi Kriteria Kelulusan Akreditasi
Dari 22 butir status butir major dalam rubrik penilaian akreditasi PAUD terdapat beberapa butir yang menjadi faktor dominan tidak terpenuhinya standar nasional pada lembaga-lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis.
Untuk mempercepat pengupayaan peningkatan mutu sesuai butir akreditasi, pembinaan dilakukan dengan menekankan butir-butir yang termaktub dalam rubrik penilaian akreditasi PAUD. Para pengurus lembaga PAUD pada umumnya masih belum mengerti bagaimana cara mengelola butir-butir tersebut sehingga dapat memenuhi kriteria minimal. Pembinaan kepada lembaga PAUD dapat berupa pelatihan-pelatihan, grup diskusi, sosialisasi peraturan, bantuan dana, dan lain-lain. Faktor-faktor dominan ini harus menjadi perhatian khusus mengingat lembaga-lembaga PAUD banyak yang tidak memenuhi standar nasional karena tidak tahu keberadaan butir tersebut termasuk dalam kriteria penilaian hingga para pengelola lembaga tidak membuat atau tidak mengetahui cara membuat dan mengelolanya. 
Faktor yang paling sering muncul yang membuat rendah capaian nilai akreditasi lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis adalah pada butir 19 yang berisikan satuan PAUD memiliki deskripsi tugas personalia sesuai bagan struktur organisasi. Dari hasil temuan lapangan, hampir seluruh lembaga PAUD tidak menyusun bagan struktur organisasi lengkap dengan tugas personalia. Personel lembaga lebih cenderung berdasarkan intuisi saja dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sangat berpengaruh pada kinerja lembaga karena masing-masing personil tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap sebuah beban kerja. Seharusnya sebuah lembaga menyusun dan membagi tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam lembaga sehingga beban kerja yang merata dan profesional sesuai dengan kompetensi masing-masing personel.
Faktor kedua yang sering muncul yang membuat rendah capaian nilai akreditasi lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis adalah pada butir 17 yang berisikan satuan PAUD memiliki rencana kerja tahunan yang mengandung unsur tujuan, target, sasaran, kebijakan, program kegiatan, dan pembiayaan. Rencana kerja tahunan dibutuhkan untuk melaksanakan program yang dilaksanakan bukan berdasarkan dadakan. Rencana kerja tahunan harus disusun sebagai hasil musyawarah di dalam lembaga terhadap program-program yang akan dilaksanakan sehingga membuat lembaga memiliki target yang akan dipenuhi selama setahun, diharapkan pelaksanaan program terutama even-even khusus dapat terlaksana dengan baik. Rencana kerja tahunan harus disusun terjadwal.
Faktor ketiga yang sering muncul yang membuat rendah capaian nilai akreditasi lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis adalah pada butir 5 berisikan aspek-aspek pengembangan pada pelaksanaan pembelajaran harian secara terpisah dalam program PAUD. Aspek-aspek pengembangan ini berisi butir aspek pengembangan nilai agama moral, kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik dan motorik, serta seni. Dari 6 (enam) aspek tersebut kriteria minimal yang harus dipenuhi adalah 4 aspek. Pada umumnya temuan lapangan menunjukkan aspek yang dipenuhi kurang dari 4 butir aspek. Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan aspek yang lain dengan menggunakan pendekatan tematik. Kelompok Bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikannya mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Kelompok bermain menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas anak dalam suatu kegiatan yang mengasyikkan.
Faktor keempat yang sering muncul yang membuat rendah capaian nilai akreditasi lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis adalah pada butir 6 yang berisikan Rencana Kegiatan Mingguan (RKM). RKM harus memuat tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, dan RKM harus tertulis. Kriteria minimal yang harus dipenuhi adalah RKM memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Bila salah satu dari kriteria minimal ini tidak terpenuhi maka RKM tersebut dinyatakan tidak memenuhi kriteria atau tidak dinilai.
Faktor kelima yang sering muncul yang membuat rendah capaian nilai akreditasi lembaga PAUD di Kecamatan Bengkalis adalah pada butir 7 berisikan Program PAUD yang memiliki program holistic integrative yang mencakup kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Dari kelima aspek tersebut kriteria minimal yang harus dipenuhi adalah 3 aspek. Bila kurang dari 3 aspek maka kriteria tersebut dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak dinilai.
Dengan terurainya kelima faktor dominan ini, diharapkan para pengurus lembaga segera dapat melakukan langkah-langkah cepat untuk memperbaiki dan mempersiapkan materinya sehingga pada saat dilakukan penilaian oleh tim akreditasi, lembaga PAUD yang dimilikinya sudah memenuhi kriteria standar nasional dan layak untuk menjalankan program pendidikannya.

Kesimpulan
1. Sistem pengelolaan PAUD di Kecamatan Bengkalis yang memenuhi kriteria lulus standar nasional akreditasi adalah sebesar 80%. Sistem pengelolaan PAUD terpadu di Kecamatan Bengkalis yang belum memenuhi kriteria lulus standar nasional akreditasi adalah 20%.
2. Faktor dominan yang belum terpenuhi dalam system pengelolaan PAUD terpadu menuju akreditasi di Kecamatan Bengkalis adalah: (1) satuan PAUD belum memiliki deskripsi tugas personalia sesuai bagan struktur organisasi; (2) satuan PAUD belum memiliki rencana kerja tahunan yang mengandung unsur tujuan, target, sasaran, kebijakan, program kegiatan, dan pembiayaan; (3) Belum cukup aspek-aspek pengembangan pada pelaksanaan pembelajaran harian secara terpisah dalam program PAUD; (4) Tidak memiliki rencana kegiatan mingguan (RKM); (5) program PAUD belum memiliki program holistic integrative yang mencakup kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.
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